PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 29.1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 57
TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan
atas Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
Anggaran 2018, maka perlu meninjau kembali Peraturan
Bupati Lampung Selatan Nomor 57 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Lampung Selatan tentang Perubahan Pertama Peraturan
Bupati Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun Anggaran 2017,

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis
Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 2017, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 106);
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Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 16).

: PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN BUPATI LAMPUNG
SELATAN NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2018.

Pasal I

Ketentuan Lampiran IX Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 57 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 57 Tahun 2017), diubah sehingga Lampiran IX berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda

pada tanggal 12 September 2018

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto
NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 12 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

dto

FREDY SM
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 29.1



LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : 29.1 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 September 2018
PERUBAHAN LAMPIRAN IX STANDAR BIAYA UMUM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018
NO URAIAN PENJELASAN BELANJA SATUAN BESARAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
Tambahan Penghasilan
a. Tambahan penghasilan berdasarkan
beban kerja :
Beban Kerja Sekretariat Daerah
- Beban kerja untuk Kelompok Kerja (POKJA) - Anggota Orang/Bulan 8,000,000
Pemilihan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)
2 |Honorarium
a. Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Lampung Selatan (BAPPEDA)
a. Sekretariat - Anggota Orang/Bulan 450,000
b. Kelompok Kerja - Wakil Ketua Orang/Bulan 500,000
- Anggota Orang/Bulan 450,000
b. Kegiatan Penunjang dan Operasional Dekranasda 1. Ketua Umum Orang/Bulan 650,000
2. Wakil Ketua Orang/Bulan 550,000
3. Ketua Harian Orang/Bulan 500,000
4. Ketua Bidang Orang/Bulan 450,000
S. Sekretaris Orang/Bulan 450,000
6. Bendahara Orang/Bulan 400,000
7. Wakil Bendahara Orang/Bulan 300,000
8. Anggota PNS Orang/Bulan 250,000
9. Anggota Non PNS Orang/Bulan 200,000




NO URAIAN PENJELASAN BELANJA SATUAN BESARAN KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Damkar

1. Honorarium piket Damkar 1. Anggota Orang/Bulan 250,000

2. Tambahan kesejahteraan piket Damkar 2. Anggota Orang/kejadian 200,000
Kegiatan Penyebarluasan Informasi melalui radio 1. Dewan Pengawas Orang/Bulan 1,200,000
Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan 2. Dewan direksi Orang/Bulan 1,300,000

- Jasa Pengelola radio 3. Kepala stasiun Orang/Bulan 1,500,000

4. Manager Program Orang/Bulan 1,000,000

5. Penyiar Orang/Bulan 800,000

6. Reportase Orang/Bulan 800,000

7. Bagian Administrasi Keuangan Orang/Bulan 800,000

8. Bagian Pemasaran Orang/Bulan 800,000

9. Bagian Teknik Orang/Bulan 800,000

10. Petugas kebersihan Orang/Bulan 600,000

11. Petugas Keamanan Orang/Bulan 600,000

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

dto

NANANG ERMANTO
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